





A. Latar Belakang Masalah 
Bank syariah di Indonesia semakin berkembang semenjak diberlakukan nya 
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan-peraturan tersebut 
memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan 
syariah di Indonesia, dan dengan diubahnya Undang-Undang tersebut dengan 
menunjukan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Bank Syariah. 
Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar beragama Islam, 
Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi sistem perbankan yang 
menggunakan nilai-nilai syariah dalam pengembangan usahanya. Pada saat krisis 
ekonomi terlihat bahwa perbankan syariah relatif mampu bertahan dari badai krisis 
padahal pada saat terjadi krisis ekonomi banyak bank-bank nasional bertumbangan. 
Bank syariah tetap mampu tegak berdiri dengan sistem syariahnya, dikarenakan 
bank syariah tidak menggunakan instrument bunga, melainkan dengan sistem bagi 
hasil, sehingga terbebas dari negative spread. Berdasarkan fakta tersebut maka 
banyak nasabah yang mulai mengakui keunggulan bank syariah dan mulai melirik 
kepada bank syariah untuk menjalankan roda perekonomian dengan tenang dan 
berdasarkan prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Bank Syariah merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi 
dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba. Dalam bank Syariah, akad 
yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang 




kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan 
hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki 
pertanggung jawaban hingga yaumil qiyamah nanti.1 Didirikannya Bank Syariah 
dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan 
muamalahnya yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam 
menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank berusaha 
sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.  
Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 
lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip syariah2. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat dan 
memiliki peran penting adalah perbankan. Pengertian perbankan menurut Undang-
Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah 
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara 
konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai 
perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.3 
 Undang-Undang Perbankan Indonesia (Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya yaitu bank yang 
melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah 
                                                 
1 Muhammad Syafe’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema 
Insani,2001,hlm.29 
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 
Yogyakarta: Ekonisa,2008, hlm. 27. 
3 Republik Indonesia. "Undang-Undang R.1. Nontor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 




adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI).4 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank secara umum ada 
tiga:5 
1. Fungsi Penghimpunan Dana (Funding). Produk-produk yang tergabung di sini 
adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat.  
2. Fungsi Penyaluran Dana (Lending). Produk-produk yang tergabung di sini 
adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. 
3. Fungsi  Jasa (Service).6 Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk 
yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan. 
Adapun salah satu fasilitas yang sering diminati oleh masyarakat adalah dalam 
penyaluran dana yaitu berupa kredit atau pembiayaan. Karena pada zaman 
sekarang berbagai kebutuhan manusia semakin beraneka ragam, terutama 
kebutuhan barang konsumsinya seperti keinginan untuk membeli rumah, atau 
renovasi rumah, dsb. Namun, kebutuhan ini belum terpenuhi oleh sebagian 
masyarakat karena harga yang ditawarkan relatif mahal, tipe apapun rasanya 
tidak terjangkau untuk membelinya secara tunai. 
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Dalam menjalankan fungsi perbankan, Bank Jabar Banten Syariah KCP 
Sumedang yang beroperasi dari tahun 2010 menawarkan berbagai produk yang 
meliputi: Penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan akad 
pelengkap lainnya (service). 
Untuk produk penyaluran dana (financing), Bank Jabar Banten Syariah KCP 
Sumedang mengeluarkan produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan 
musyarakah seperti modal kerja dan kontruksi, pembiayaan mikro, dan pembiayaan 
consumer seperti pembiayaan kepemilikan emas (PKE), pembiayaan kesejahteraan 
pegawai (PKP), Pembiayaan pemilikan rumah (PPR), dan pembiayaan pemilikan 
kendaraan bermotor (PPKB).  
Sedangkan untuk produk yang bersifat jasa (service) di Bank Jabar Banten 
Syariah KCP Sumedang meliputi Gadai, ijarah (sewa) seperti multijasa, multiguna 
dan wadi’ah (titipan), dan pada penghimpunan dana ditawarkan beberapa produk 
dalam bentuk tabungan seperti (Tabungan iB Maslahah, Tabungan Anak iB 
Maslahah, Tabungan simPel dan Tasedo (Tabungan Setara Deposito), Deposito iB 
Maslahah dan giro.7 
Dana yang telah diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan 
profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta 
produktif lainnya sesuai dengan prinsip syariah.  
Pasal 1 ayat (22) UU No.21 Tahun 2008 memberikan pengertian deposito 
adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 
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bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah 
dan/UUS.8 Adapun deposito menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 
No.03/DSN-MUI/2000 adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan 
dengan bank. 
Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang 
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah 
mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah 
deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.9 
Dari banyaknya akad dalam produk bank syariah yang nisbahnya 
berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak akan dibahas seluruhnya hanya akan 
difokuskan untuk membahas suatu produk penghimpunan dana yaitu deposito, 
Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Deposito adalah “Simpanan yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 
nasabah penyimpan dengan bank”.10 
 Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan bahwa deposito 
yang dibenarkan ada dua macam : 
1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang 
dibenarkan berdasarkan perhitungan bunga 
                                                 
8 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. (Bandung: Pusaka Setia, 
2010).hlm 394.  
9 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan  (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada ,2016) hlm 351 




2) Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip 
mudharabah.11 
Adapun di Bank Jabar Banten Syariah, Produk Deposito iB Maslahah yang 
menggunakan Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-
mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 
jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.12 Di Bank Jabar Banten Syariah KCP 
Sumedang, Produk deposito iB Maslahah posisi nasabah sebagai shahib al-mal 
dapat melakukan penarikan dana deposito diluar waktu tertentu, Berdasarkan 
perjanjian yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan bank atau bisa di ambil 
sebelum jatuh tempo. Banyak nasabah yang melakukan pencairan dana deposito 
sebelum jatuh tempo (break) dengan berbagai alasan, diantaranya yaitu nasabah 
membutuhkan dana deposito untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli 
bahan primer dan sekunder sehingga nasabah mengambil dananya sebelum jatuh 
tempo, adapun nasabah yang dalam jangka waktu satu bulan ada lebih dari dua 
nasabah yang melakukan pencairan dana deposito diluar waktu tertentu.13 
Namun, di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang 
ini ketika di awal akad bank tidak menjelaskan mengenai syarat ketika nasabah 
mengambil dananya sebelum jatuh tempo sehingga nasabah tidak tahu apabila 
nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya 
penalty sebesar 25.000 dan tidak dicantumkan diformulir akad sehingga nasabah 
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tidak mengetahui perihal biaya penalty tersebut. Alasan nasabah mengambil dana 
tersebut karena awal nya nasabah tidak tahu bahwa ada ketentuan dari pihak bank 
mengenai biaya penalty dan bagi hasil dibulan tersebut tidak diberikan dengan 
alasan karena nasabah telah mengambil dananya sebelum jatuh tempo. Adapun 
syarat ketika dana deposito diambil sebelum jatuh tempo maka depositonya ditutup 
dan ikut cair ke tabungan, jika nasabah ingin dananya ditempatkan lagi maka harus 
membuka lagi deposito yang baru. 
Sementara dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito 
poin a) menyebutkan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan 
kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari 
masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpan dengan bank dan dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad 
penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prisnsip syariah, disebutkan dalam pasal 5 poin (5) Nasabah 
tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan. Hal ini tidak sejalan antara 
pelaksanaan deposito iB Maslahah di BJB Syariah dengan Fatwa DSN dan PBI 
serta SE BI No.10/14/DpbS bagian II. 3 poin (g)  penarikan dana nasabah hanya 
dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati.  
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk melakukan 




Deposito Terhadap Penarikan Deposito iB Maslahah Sebelum Jatuh Tempo 
Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi masalah didalam 
skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan produk Deposito iB Maslahah di Bank Jabar 
Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang dengan menggunakan akad 
mudharabah mutlaqah. Banyak nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh 
tempo sedangkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 
No.03/DSN-MUI/IV2000 poin (a), PBI/2005 pasal 5 poin 5, SE BI 
No.10/14/DPbS bagian II. 3 poin (g) menjelaskan bahwa nasabah tidak boleh 
menarik dananya diluar kesepakatan. Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang 
memberikan dananya kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan alasan karena 
dana tersebut adalah hak nasabah sehingga penarikan dana sebelum jatuh tempo 
tersebut terjadi, penarikan dana nasabah sebelum jatuh tempo dilakukan dengan 
adanya penalty, tetapi Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang tidak 
memberitahu seberapa besar penalty yang harus dibayar oleh nasabah ketika 
dananya diambil sebelum jatuh tempo dan tidak berpengaruh ke nominal uangnya 
dan jangka waktunya, apabila nasabah mengambil sebagian dana nya sebelum 
jatuh tempo maka depositonya ditutup dan apabila nasabah ingin dananya 
ditempatkan lagi maka nasabah harus membuka deposito baru dan besarnya 
nominal dana deposito yang diambil nasabah sebelum jatuh tempo bank hanya 
mengurangi biaya penalty sebesar 25.000 setiap kali nasabah mencairkan deposito 




Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang tidak memberikan nisbah nya 
ketika nasabah mengambil dana sebelum jatuh tempo, Namun dalam produk ini 
tidak ada ketentuan khusus dalam akad deposito nya sehingga terjadi gharar. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penentuan biaya penalty sebelum jatuh tempo pada produk 
deposito iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan produk 
deposito iB Maslahah sebelum jatuh tempo di Bank Jabar Banten KCP 
Sumedang? 
3. Bagaimana harmonisasi ketentuan bank terhadap penarikan produk deposito iB 
Maslahah sebelum jatuh tempo di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang 
dengan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui penentuan biaya penalty sebelum jatuh tempo pada produk 
deposito iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan 
produk deposito iB Maslahah sebelum jatuh tempo di Bank Jabar Banten 




3. Untuk mengetahui harmonisasi ketentuan Bank terhadap penarikan Produk 
Deposito iB Maslahah sebelum jatuh tempo di Bank Jabar Banten Syariah KCP 
Sumedang dengan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini memberi dua nilai kegunaan, yakni kegunaan praktisi dan 
kegunaan teoritis. 
1. Kegunaan praktisi, dan bagi pembuatan kebijakan serta masyarakat umum 
yang mempunyai kepedulian terhadap perbankan syariah, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi atas pertanyaan yang terkait dan juga 
sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan perbankan yang 
harus dikembangkan kedepannya, manfaat peneliti secara praktis yaitu untuk 
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). 
2. Kegunaan teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori 
ilmu-ilmu perbankan syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah serta 
dalam rangka pengembangan masyarakat islam. Selain itu, untuk khazanah 
pengetahuan mengenai pelaksanaan bagi hasil pada produk deposito di Bank 
Jabar Banten Syariah KCP Sumedang. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Bank syariah berfungsi sebagai penghimpunan dana dari nasabah dan 
penyalur dana bagi kegiatan sector riil. Salah satu dasar hukum yang digunakan 
adalah akad mudharabah, mudharabah dijadikan landasan hukum untuk produk 




menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Kedua produk tersebut 
ditawarkan dengan skema bagi hasil sesuai dengan keuntungan bank. Pada 
pembiayaan mudharabah, bank sebagai shahib al-mal akan memperoleh nisbah 
sesuai dengan keuntungan mudharib. Secara garis besar kategori kegiatan yang 
dapat dilakukan oleh bank syariah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu kegiatan 
menghimpun dana (funding), penyaluran dana (financing), dan kegiatan di bidang 
jasa (service). Mekanisme operasional penghimpunan dana disesuaikan dengan 
prinsip syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana 
masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 
Akad mudharabah merupakan akad bentuk kerjasama antara dua atau lebih 
pihak di mana pemilik modal (shahib al-mal) mempercayakan sejumlah modal 
kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini 
menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal 
dan keahlian dari pengelola. 
Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagian di kutip oleh Atang Abd Hakim 
Mudharabah adalah pemilikan harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk 
diperdagangkan, keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan 
antara keduanya, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab oleh pemilik harta.14 
A. Studi Terdahulu 
Purnama Wening Galih (2016). Mahasiswa UIN SGD Bandung, 
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini 
berjudul “Mekanisme Penentuan Nisbah Deposito Plus iB Mega Syariah di 
                                                 




Bank Mega Syariah Bandung”. Mengatakan bahwa penentuan nisbah bagi 
hasil di Bank Mega Syariah tergantung pada nominal deposito, semakin besar 
penempatan dana maka semakin besar pula bagi hasil yang didapat nasabah.15 
Analisa syirkah mengatakan bahwa pembagian nisbah harus disepakati di awal 
akad dana apabila terjadi perubahan maka bank harus memberitahu terlebih 
dahulu kepada nasabah, hal ini sesuai dengan asas muamalah yaitu asas an 
taradhin dan asas adam al gharar. Pada prakteknya Bank Mega Syariah 
memiliki aturan sendiri yaitu apabila pendapatan bank menurun maka 
persentase porsi nasabah pun menurun.  
Perbedaan dari bagi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang 
saya teliti sekarang yaitu, penelitian yang saya lakukan sekarang lebih ke 
banyaknya nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo dan Bank 
Jabar Banten Syariah KCP Sumedang memberikan dananya kepada nasabah 
sebelum jatuh tempo dengan alasan karena dana tersebut sehingga penarikan 
dana sebelum jatuh tempo tersebut terjadi, penarikan dana nasabah sebelum 
jatuh tempo dilakukan dengan adanya penalty, padahal BJBS KCP Sumedang 
mempunyai produk yang hampir sama dengan deposito yaitu Tasedo 
(Tabungan Setara Deposito) BJBS KCP Sumedang sangat menerapkan aturan 
yang sama seperti deposito.Tetapi bank BJBS KCP Sumedang tidak 
mencantumkan dalam formulir perjanjian akad atau tidak memberitahu 
seberapa besar penalty yang harus dibayar oleh nasabah ketika dananya 
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diambil sebelum jatuh tempo, sehingga akan terjadinya gharar, dan nisbah bagi 
hasilnya tidak diberikan dari pihak bank kepada nasabah saat dana nasabah 
diambil sebelum jatuh tempo. 
Jamilah (2015). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan 
Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Akad 
Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah KCP Cibadak Sukabumi” 
mengatakan bahwa pelaksanaan akad deposito mudharabah ini nasabah akan 
diberikan hadiah oleh pihak bank berdasarkan pilihan dan besarnya 
penempatan deposito nasabah, dan barang akan diberikan setelah 14 hari kerja, 
jika nasabah mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo maka nasabah 
akan dikenakan denda (Penalty) sebesar nilai hadiah yang diterima oleh 
nasabah karena dianggap wanprestasi (ingkar janji).16 
Nurizki (2014). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 
Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian 
skripsi ini berjudul. “Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito 
Mudharabah di BSM KCP Jatinangor” mengatakan bahwa pelaksanaan 
deposito di BSM KCP Jatinangor terdapat penghitungan bagi hasil dengan 
menggunakan equivalent rate, yang dimana equivalent rate tersebut hampir 
sama dengan penghitungan bunga di bank konvensional. Penghitungan bagi 
hasil deposito di BSM terdapat perbedaan antara penghitungan dalam contoh 
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brosur dengan sistem penghitungan yang diterapkan di BSM.17 Didalam Fatwa 
DSN tidak dijelaskan mengenai penghitungan bagi hasil deposito, 
penghitungan bagi hasil di BSM tidak sesuai dengan penghitungan bagi hasil 
dalam teori mudharabah. 
Tabel 1.1 Studi Terdahulu 
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bunga di bank  
Konvensional 
 
Deposito iB Maslahah merupakan investasi dengan prinsip 
mudharabah mutlaqah (bagi hasil) dalam mata uang rupiah, yang 
penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai 
kesepakatan. Masuk dalam kategori penghimpunan dana adalah produk 
simpanan berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito, tabungan, 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 
mudharabah  atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
Secara garis besar kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank 
Syariah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu kegiatan menghimpun dana 
(funding), penyaluran dana (financing), dan kegiatan di bidang jasa (service). 
Seperti bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum syariah dapat 
berbentuk giro, tabungan dan deposito. Mekanisme operasional penghimpunan 




diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip 
wadi’ah dan mudharabah.18 
Adapun pendapat lain tentang ijma dalam metodologi pembentukan 
Fatwa DSN-MUI tentang deposito yang bersumber dari Buku Pedoman 
Penghimpunan Dana Bank BJBS KCP Sumedang adalah sebagai berikut:  
Deposito (time deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah 
untuk melakukan investasi. Simpanan deposito mengandung unsur jangka 
waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya 
jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk waktu 3 (tiga) bulan, maka 
uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan 
sering disebut tanggal jatuh tempo.19  
Ketentuan umum dari produk mudharabah mutlaqah dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata 
cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan yang 
dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 
kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 
b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan 
sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan/atau penarikan lainnya kepada 
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penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat 
atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.  
c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 
dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami 
saldo negatif.  
d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan dengan waktu yang telah 
disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan 
diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada akad sudah 
dicantumkan perpanjangnan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.  
Landasan mudharabah sebagai akad penghimpun dana dalam bentuk 
deposito dan tabungan adalah: 
a. Dua fatwa DSN MUI yaitu No. 02/DSN-MUI/2000 tanggal 1 April 2000 
tentang tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito; 
b. PBI No. 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi 
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 
5; 
c. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan 
syariah, pasal 3 huruf a; 
d. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia kepada semua Bank Syariah di Indonesia 
No: 10/14/DPbs tanggal 17 Maret tahun 2008. 







ۡقبُوَضٞة ٞن مَّ َبۡعُضُكم فَإ أَِمَن َوإِن ُكنتُۡم َعلَٰى َسفَٖر َولَۡم تَِجدُواْ َكاتِٗبا فَِرَهٰ
دَةََۚ َوَمن َيۡكتُۡمَها  فَۡليَُؤد ِ ٱلَِّذي بَۡعٗض  َ َربَّهُۥۗ َوََل تَۡكتُُمواْ ٱلشََّهٰ َنتَُهَوۡلَيتَِّق ٱَّللَّ ٱۡؤتُِمَن أََمٰ
ُ ِبَما تَۡعَملُون َعِليم ٞٞ فَإِنَّهُۥٓ َءاثِٞم قَۡلبُهُۥۗ َوٱَّللَّ  
Artinya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
20 
 
Selain itu terdapat Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 
Shuhaib r.a yang menerangkan tentang mudharabah sebagai berikut : 
َكةُ: اَْلبَْيُع إِلَى أََجٍل، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قَاَل: ثاَلٌَث فِْيِهنَّ اْلبَرَ 
 َواْلُمقَاَرَضةُ، َوَخْلُط اْلبُِرِّ بِالشَِّعْيِر ِلْلبَْيِت الَ ِلْلبَْيعِ )رواه ابن ماجه عن صهيب
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara 
tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut 
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari 
Shuhaib No 929).21 
 
 
F. Langkah-Langkah Penelitian  
Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
                                                 
20 Soenarjo dll, Al-Qur’an dan terjemah, (Jakarta:Kemenag RI.FI) 
 





1. Metode Penelitian 
Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode 
deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran yang jelas 
mengenai penarikan deposito iB Maslahah sebelum jatuh tempon dan 
menjelaskan ketentuan yang seharusnya terjadi menurut Fatwa DSN yang 
kemudian menganalisisnya lebih lanjut melalui akad mudharabah mutlaqah  
untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk 
kata-kata.22 
2. Jenis Data 
Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang 
tidak berbentuk bilangan namun dalam bentuk kata-kata dan tindakan.23 Data 
ini bersumber pada hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada para 
staff BJB syariah KCP Sumedang dan studi kepustakaan yang berkaitan 
dengan produk deposito iB Maslahah pada akad mudharabah muthlaqah Jenis 
data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah mencari data secara 
langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti, Data dalam 
penelitian ini adalah pelaksanaan penarikan deposito iB Maslahah sebelum 
jatuh tempo di Bank Jabar Banten Syariah Sumedang dan tinjauan Hukum 
Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
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deposito. Sifat penelitian ini menggambarkan permasalahan yang diteliti dan 
menghubungkan dengan praktek hukum yang ada di lapangan. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penentuan 
sumber data didasarkan atas jenis sumber data primer dan sumber data 
sekunder. 
a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang yang merespon 
pertanyaan peneliti yang berupa pertanyaan lisan dan tulisan. Adapun yang 
menjadi responden dalam penelitian ini adalah: 
1) Hasil wawancara dengan pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP 
Sumedang. 
2) Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito (poin a), PBI 
No.07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana 
bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 
Syariah (poin 5), SE BI No.10/14/DPbS tentang Tabungan dan Deposito 
atas dasar Akad Mudharabah poin (g). 
b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah seperti 
referensi buku, makalah, skripsi, catatan perkuliahan, internet, dan 
sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.24 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pada pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang 
biasa dilakukan dalam sebuah penelitian yaitu diantaranya sebagai berikut: 
                                                 




a. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab, Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan 
wawancara langsung kepada Bapak Andri selaku Funding Officer di Bank 
Jabar Banten Syariah KCP Sumedang yang sudah ditunjuk untuk memberi 
penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis; 
b. Studi Pustaka, merupakan langkah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, situs-situs yang 
dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan bersifat 
teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai dasar penelitian. 
c. Studi Dokumentasi, merupakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-
sumber informasi rekaman, tulisan, buku-buku, undang-undang dan 
sebagainya termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.  
5. Analisa Data  
Analisa data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber 
data, baik sumber data primer maupun sekunder. 
b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan 
masalah dan tujuan penelitian. 





d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan 
rumusan masalah yang telah ditentukan. 
 
